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BAB IV 

PENUTUP 

A. Simpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa, sebagai 

berikut: 

1. Pelaksanaan putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap nafkah 

setelah terjadinya perceraian tidak terlaksana sepenuhnya karena bekas suami 

hanya membayar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) dari Rp. 6.250.000,00 

(Enam Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) nafkah yang harus di 

bayarkan kepada bekas isteri setelah perceraian sesuai dengan yang telah 

ditetapkan oleh hakim. 

2. Kendala pelaksanaan putusan hakim No. 303/Pdt.G/2020/PA.Prm terhadap 

nafkah setelah terjadinya perceraian adalah bekas suami tidak memiliki 

pekerjaan tetap dan telah menikah kembali dengan wanita lain yang juga harus 

diberikan nafkah. 

B. Saran 

 Pada akhir penulisan, peneliti memberikan saran kepada bekas suami untuk 

membayar nafkah terhadap bekas isteri sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan 

oleh hakim. 
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